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Abstrak
 

Berakhirnya perang dingin telah membawa perubahan dalam struktur internasional. Isu seperti persaingan

persenjataan, kompetisi dalam perluasan wilayah pengaruh politik, ekonomi dan ideologi telah bergeser ke

isu-isu baru seperti penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, demokratisasi dan lingkungan hidup.

Beberapa tahun setelah perang dingin berakhir, 171 negara menyepakati secara konsensus sebuah "Deklarasi

dan Program Aksi Wina" sebagai hasil dari Konferensi Dunia tentang HAM Kedua di Wina, Austria. Dalam

dokumen tersebut, telah tercermin bahwa akhir dari perdebatan universalitas berbagai standar HAM

internasional dan partikularistik budaya dalam penerapannya, selektifitas dan dikotomi hak menjadi hak-hak

sipil dan politik disatu sisi dan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan pembangunan disisi lain, hak asasi

manusia yang bersifat individual dan liberat dengan hak-hak kolektif, adalah bahwa hak asasi manusia itu

bersifat universal, indivible, interdependent dan interrelated. Ditegaskan pula bahwa negara merupakan

institusi yang paling bertanggung jawab dalam bidang pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia,

serta memberikan mandat lebih bagi mekanisme HAM PBB untuk me-monitoring pelaksanaan

penghormatan dan perlindungan HAM diberbagai negara.

 

Struktur internasional yang kental dengan nilai-nilai penghormatan dan perlindungan HAM telah

menjadikan Indonesia, dibawah pemerintahan otoriter rejim Orde Baru, selalu menjadi sorotan, kritik,

shaming, dan tekanan dari masyarakat internasional. Berada dalam struktur tersebut, Pemerintahan Soeharto

meresponnya dengan argumen defensif yang menggambarkan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal

penghormatan dan perlindungan HAM sejak pernyataan kemerdekaan dan bahkan masyarakat Indonesia

berjuang untuk mendapatkan penghormatan haknya dari negara lain. Argumentasi normatif bahwa norma-

norma HAM telah terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945 disampaikan dalam berbagai forum

internasional baik regional maupun global.

 

Di tingkat internasional, pemerintahan Soeharto menggalang posisi negara-negara berkembang melalui

forum GNB dan diberbagai persiapan regional Konferensi Dunia Kedua tentang HAM untuk menyepakati

gagasan bahwa HAM itu bersifat universal, indivisible, interdependent dan interrelated. Pemerintah pun

mulai talk the talk tentang HAM lebih mendalam dengan menjadi anggota Komisi HAM PBB tahun 1991.

Di tingkat domestik, pemerintah membentuk Panitia Tetap HAM dibawah koordinasi Departemen Luar

Negeri dan sebuah Komisi Hak Asasi Manusia yang memiliki fungsi pengkajian instrumen HAM,

pemantauan serta pendidikan dan penyuluhan HAM. Selain itu terdapat upaya untuk membuat rencana aksi

bagi penghormatan dan perlindungan HAM di tanah air sebagai tindak lanjut Deklarasi dan Program Aksi

Wina. Kondisi penghormatan dan perlindungan HAM menjadi lebih maju pasca pemerintahan Soeharto.

Sejak tahun 1998 telah tercipta berbagai produk legislasi dan evaluasi konstitusi kearah penyesuaian dan

penaatan kepada berbagai standar HAM internasional.
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Beberapa kecenderung ditingkat domestik dan internasional dalam kurun waktu 1991 - 2002 serta argumen

defensif pemerintah tentang HAM tersebut mendorong penulis untuk bertanya mengapa Indonesia berupaya

untuk menaati standar-standar HAM internasional? Dan aktor-aktor siapa sajakah yang berperan dalam

upaya penaatan tersebut. Untuk menjelaskan jawaban atas pertanyaan tersebut, penulis menggunakan

penjelasan konstruktifis yang melihat bahwa selain struktur materiil, struktur ideasional mempengaruhi

kepentingan dan identitas aktor. Pertimbangan atau motifasi aktor untuk menaati standar HAM internasional

tidak serta merta karena tekanan dan pertimbangan materiil, namun dalam jangka waktu yang relatif panjang

aktor terlibat dalam proses belajar sehingga kepentingan dan identitas aktor tersebut terbentuk.

 

Dalam penelitiannya, penulis menemukan penjelasan bahwa alasan Indonesia menaati standar-standar HAM

Internasional adalah dikarenakan bahwa pasca Perang Dingin terbentuk struktur internasional yang

mengedepankan penghormatan dan perlindungan berbagai standar HAM Internasional. Struktur ini

kemudian membentuk identitas dan kepentingan Indonesia akan penaatan terhadap berbagai standar HAM

Internasional. Pada awalnya penerimaan berbagai standar HAM Internasional hanyalah sebagai adaptasi

instrumental saja, namun seiring dari proses sosialisasi maka penerimaan berbagai standar HAM

internasional telah menjadi kepentingan dan membentuk identitas Indonesia sebagai bagian dari masyarakat

internasional. Selain itu ada motivasi Indonesia agar pihak lain berpikir yang positif (untuk meningkatkan

citra positif Indonesia di dunia Internasional). Dalam penelitian ini, penulis melihat bahwa aktor-aktor yang

terlibat dalam upaya Indonesia untuk menaati berbagai standar HAM Internasional tidak saja dilakukan oleh

negara (sebagai satu kesatuan), namun merupakan proses argumentatif antar institusi negara, LSM

Internasional dan Nasional serta mekanisme HAM PBB.

 

Penggunaan penjelasan konstruktifis telah memberikan penjelasan bahwa telah terjadi perubahan perilaku

Indonesia yang cenderung untuk melakukan penaatan pada standar-standar HAM internasional dalam kurun

waktu penelitian, yang dikarenakan Indonesia menerima standar tersebut sebagai sebuah aturan dalam

pergaulan internasional. Penjelasan tersebut tidak dapat dijelaskan oleh teoritisi reads yang cenderung

melihat bahwa aktor berubah karena pemaksaan yang dilakukan oleh aktor yang ber-power lebih besar, atau

penjelasan liberal yang menjelaskan bahwa penerimaan HAM secara sukarela seiring dengan perubahan

rejim yang lebih demokratis.


